Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarbaru Sahkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2024

Sumber gambar:
https://kalsel.antaranews.com/berita/428747/dprd-banjarbaru-sahkan-apbd-perubahan-2024

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan
mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024
melalui kesepakatan eksekutif dan legislatif.

Pengesahan APBD itu dilakukan melalui rapat paripurna DPRD yang dipimpin
Ketua DPRD Fadliansyah bersama dua unsur pimpinan pada rapat yang dihadiri Wakil
Wali Kota Wartono di Banjarbaru, Kamis.

"Kami minta, APBD perubahan yang sudah disahkan bisa digunakan sebaik-
baiknya untuk kepentingan masyarakat terutama dari sektor pelayanan publik yang harus
terus ditingkatkan," ujar Fadliansyah.

Menurut Fadliansyah, besaran APBD perubahan 2024 yang telah disahkan itu
membuat terjadinya perubahan pada komposisi anggaran yang ada pada dinas dan badan
terutama terkait penambahan kegiatan.

"Penambahan kegiatan terjadi pada dinas pendidikan dan PUPR yang membuat
komposisi anggaran juga berubah, termasuk bidang kesehatan yang diminta memberikan

pelayanan lebih baik lagi," tegasnya.
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Wakil Wali Kota Banjarbaru Wartono mengatakan, pengesahan perda APBD
perubahan tahun 2024 itu harus disikapi seluruh SKPD untuk menyiapkan kegiatan yang
sudah menjadi program kerjanya.

"Kami minta setelah pengesahan APBD perubahan ini, seluruh SKPD baik dinas,
badan dan instansi yang terkait menyiapkan percepatan pada proses pelaksanaan
anggaran dan kegiatan lainnya," katanya.

Sementara itu, hasil kesepakatan APBD perubahan 2024 antara DPRD dan
Pemkot disepakati besaran pendapatan daerah Rp1,45 triliun dan belanja daerah Rp1,76
triliun serta pembiayaan Rp306,1 miliar.

Kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua DPRD
Fadliansyah bersama dua unsur pimpinan Taufik Rachman dan Napsiani Samandi serta
Wakil Wali Kota Wartono.

Sumber berita:

1. https://kalsel.antaranews.com/berita/428747/dprd-banjarbaru-sahkan-apbd-
perubahan-2024, 5 September 2024.

2. https://www.beritasatu.com/network/kanalkalimantan/294146/dprd-banjarbaru-
sahkan-raperda-apbd-perubahan-2024, 5 September 2024.

Catatan:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

# Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

& Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

% Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

% Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
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PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Lain-lain pendapatan asli
daerah vana sah

1. Dana Bagi Hasil

2. Dana Alokasi Khusus

3. Dana Alokasi Umum

LAIN - LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
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. Belanja pegawai
. Bunga
. Subsidi

Hibah

. Bantuan sosial

. Belanja bagi hasil

. Bantuan keuangan

. Belanja tidak terduga

1. Sisa lebih perhitungan
anggaran TA sebelumnya
(SILPA)

2. Pencairan dana cadangan

3. Hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan

4. Penerimaan pinjaman daerah

5. Penerimaan kembali
pemberian pinjaman

6. Penerimaan piutang daerah

1. Hibah tidak mengikat

2. Dana darurat dari
pemerintah

3. Dana bagi hasil pajak dari
provinsi ke kab/kota

4. Dana penyesuaian dan
dana otonomi khusus

5. Bantuan keuangan dari
provinsi atau dari
pemerintah daerah lainnya

BELANJA LANGSUNG

PENGELUARAN PEMBIAYAAN |

. Belanja pegawai
. Belanja barang dan jasa
. Belanja modal

1. Pembentukan dana cadangan
2. Penyertaan modal (investasi)
3. Pembayaran daerah hutang
4. Pemberian pinjaman
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